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WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kota Denpasar Tahun 2018;
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Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015
Nomor J5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2017 Nomor 5);
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22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017
tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah,
Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum
Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Nomor 12);

23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2017 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Materi muatan RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I
BAB II
BAB III

BAB 1V

BAB V
BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
KERANGKA  EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PENUTUP

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Denpasar

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Juli 2018

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Juli 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 26



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 20 JULI 2018

NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DENPASAR
TAHUN 2018




